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TAHUN 2015 

 
 

KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan 

karunianya, laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Kantor Pengadilan 

Negeri Bintuhan tahun 2015 dapat diselesaikan. 

Laporan akuntabilitas ini disusun untuk mempertanggungjawabkan Kinerja 

Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2015, yang dilaksanakan berdasarkan rencana 

strategis yang ditetapkan untuk tahun pertama dari Rencana strategis dengan mengacu 

pada Instansi Pemerintah (LKjIP) dan berpedoman pada Kepala Lembaga Administrasi 

Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan 

LKjIP. 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor pengadilan Negeri 

Bintuhan ini merupakan wujud kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu, 

kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang telah diberikan; 

Kami sadar bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) pada Kantor Pengadilan Negeri Bintuhan banyak terdapat kesalahan dan 

kekurangan, maka saran dan pendapat dari semua pihak yang terkait sangat kami 

perlukan untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang 

akan datang. 

 

     Bintuhan,   Februari 2016 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 
Laporan Kinerja Instransi Pemerintah (LKjIP) tahun 2015 Pengadilan Negeri Bintuhan, 

merupakan LKjIP ketiga RESTRA tahun 2015-2019. Selain dalam rangka menindaklanjuti 

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP), yang dituangkan dengan surat edaran Kementrian Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  10 Tahun 2010 tertanggal 23 November tahun 

2010. 

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja 

pengadilan Negeri Bintuhan adalah menyelesaikan perkara yang diajukan pada Pengadilan 

Tingkat Pertama. Maka penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri 

Bintuhan merupakan sasaran Strategis berpedoman pada Indikator Kinerja Utama maupun target 

yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian Output dan Outcome Kinerja dipengaruhi oleh 

unsur SDM, sarana dan Prasaran serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara 

ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bintuhan. 

LKjIP Pengdailan Negeri Bintuhan belum dapat menjadi acuan untuk informasi Kinerja 

maupun bahan Kebijakan dala menentukan Haluan Strategis Pengadilan NegEri Bintuhan, karena 

disadari terbatas Anggaran dan Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Bintuhan dalam 

melakukan pembinaan yang terkait dengan penerapan SAKIP (IKU,RENSTRA, Rencana Kinerja 

Tahuan, penetapan Kinerja Tahuan, Indikator Kinerja Utama, LKjIP dan evaluasi LKjIP). Maka 

SAKIP Pengadilan Negeri Bintuhan belum dapat memenuhi bobot nilai yang proposional dan 

professional sesuai yang diharapkan. 

Pengadilan Negeri Bintuhan tetep berupaya umtuk mencapai bobot tertinggi dari LKjIP 

yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang Proposional dan Professional 

semakin trasfaran dalam mempertanggungjawabkan Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan selaku 

pengadilan tingkat pertama dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 

2015 Pengadilan Negeri Bintuhan, dengan berakhirnya tahun 2015, maka LKjIP Pengadilan 

negeri Bintuhan tahun 2015 menyajikan informasi Kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan 

data yang terekam oleh tim penyusun LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas dan bersifat 

laporan terhadap “Pencapain Kinerja” (Performance Resulet) dari Pengadilan Negeri Bintuhan 

selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2015 serta perbandingan dengan tahun 
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sebelumnya, terutama menyangkut penyusunan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan 

Negeri Bintuhan. 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Gedung Pengadilan Negeri Kelas II Bintuhan yang beralamat di Jalan Pengadilan – 

Padang Kempas, diresmikan padaTanggal 11 Januari 2012 oleh Ketua Mahkamah Agung 

RI DR. H Harifin A. Tumpa, SH. MH. Pengadilan Negeri Bintuhan memiliki Luas tanah 

4,3 Ha dan Luas bangunan 1.500 M2. Pengadilan Negeri Kelas II Bintuhan memiliki 

ruang tempat sidang sebanyak 3 buah yaitu : 

 Satu Ruang Sidang Utama 

 Satu Ruang Sidang Biasa 

 Satu Ruang Sidang Anak 

Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tinggi di Negara Kesatua Republik Indonesia 

dalam Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan 

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 secara Organisasi, Administrasi dan Finansial 

menganut membawahi 4 lingkungan, yakni : 

1. Peradilan Umum  

2. Peradilan Agama 

3. Peradilan Tata Usaha Negara 

4. Peradilan Militer 

Pengadilan Negeri Bintuhan, sebagai bagian dari Lembaga Peradilan dibawah 

Mahkamah Agung RI yang menjalani Kekuasaan Kehakiman merupakan Instansi 

Pemerintah. Sebagai Instansi Pemerintah menurut Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 

1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung 

jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, 

anggaran maupun kewenangan dalam mencari keadilan. 
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Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Pengadilan Negeri Bintuhan, selalu mengacu 

pada peratutan perundang-undangan yang berlaku, baik tugas pokok mengenai Teknis 

Yudisial dan Non Teknis Yudisial maupun Tugas-tugas yang lain. 

Untuk itulah Pengadilan Negeri Bintuhan menyusun Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2015. 

 

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pengadilan Negeri Bintuhan merupakan lingkungan peradilan umum di bawah 

Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, dengan tugas pokok 

menerima, memeriksa, memutuskan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama 

yang diajukan serta tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-

undangan. 

Program-program yang ada di Mahkamah Agung RI diproritaskan yang terkait dengan 

akses publik sehinggadengan program-program tersebut Mahkamah Agung RI akan 

tercipta : 

1. Trasparansi Pengadilan dan Akuntabelnya Pejabat Peradilan 

2. Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Sistem Perdailan dan Akses 

Publik; 

3. Perbaikan tata kerja dan pengembangan Sumber Daya Manusia; 

1. Tugas Pokok 

Semangat reformasi telah mendorong Pengadilan Negeri Bintuhan untuk 

meningkatkan efektifitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam 

pembangunan perlindungan dan pelayanan masyarakat guna mendukung kebutuhan serta 

kepentingan rakyat, rakyat yang memberi amanah menghendaki agar pengadilan 

memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan kapada 

masyarakat; 

Pengadilan Negeri Bintuhan memberikan tanggung jawab yang besar sekaligus 

mempunyai tantangan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan, dilain 

sisi penyelenggaraan Pengadilan Negeri Bintuhan baik dalam pengelolaan administrasi 

umum dan perkara merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas Pengadilan 
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Negeri terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan cita-cita 

berbangsan dan bernegara; 

Tugas pokok Pengadilan Negeri Bintuhan adalah menyelenggarakan Peradilan pada 

tingkat pertama, yaitu dalam hal : 

a. Menerima Perkara 

b. Memeriksa dan mengadili 

c. Memutuskan 

d. Menyelesaikan perkara 

2. Fungsi 

Adapun fungsi Pengadilan Negeri Bintuhan dalam menyelenggarakan tugas pokok 

adalah sebagai berikut : 

a. Menyelenggarakan peradilan 

b. Menyelenggarakan administrasi perkara pidana dan perdata 

c. Melakukan pengawasan internal dilingkungan Pengadilan Negeri Bintuhan 

d. Melakukan pengawasan internal di Wilayah Hukum pengadilan Negeri Bintuhan 

(KIMWASMAT) 

e. Melakukan evaluasi terhadap laporan-laporan perkara 

f. Menyelenggarakan arsip berkas perkara in-aktif 

g. Mengkoordinasikan urusan perencanaan, pemeliharaan perlengkapan dan urusan 

rumah tangga peradilan dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi 

Pengadilan Negeri Bintuhan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku; 

h. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran dan keuangan 

i. Menyelenggarakan urusan kepegawaian; 

C. STRUKTUR ORGANISASI 

Bentuk organisasi Mahkamah Agung diatur dalam berbagai peraturan perundang-

undangan, yaitu Undang-undang Nomor : 3 tahun 2009, tentang Mahkamah Agung, serta 

peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 13 tahun 2005 tentang secretariat 

Mahkamah Agung dan peraturan Periden Nomor : 14 tahun 2005 tentang Kepaniteraan 

Mahkamah Agung. Adapun Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bintuhanyakni : 

Pengadilan Negeri Bintuhan dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang 

Wakil Ketua yang bertugas dan bertanggung jawab atas terselenggaranya Peradilan 

dengan baik dan menjaga terpeliharanya citra dan wibawa Pengadilan yang didukung 
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oleh keamanan dan kehendak baik dari pimpinan Struktural dan Pejabat Peradilan 

lainnya. 

Yang dimaksud pejabat peradilan adalah adanya beberapa hakimyang bertugas: 

1. Membantu pimpinan Pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan 

jangka panjang, pelaksanaannya sertapengorganisasiannya. 

2. Melakukan pengawasan yang ditugaskan Ketua untuk mengamatipelaksanaan tugas 

penyelenggaraan administrasi perkara danadministrasi umum. 

3. Memeriksa dan mengadili perkara pidana dan perdata yang ditunjukdengan suatu 

penetapan ketua. 

4. Bertanggung jawab atas perbuatan dan kebenaran berita acara sidang. 

Selanjutnya sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI NomorKMA/004/SK/II/1999 

tanggal 1 Pebruari 1999 telah menetapkan tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan 

Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. 

Adapun Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas II Bintuhan adalah unsur pembantu 

Pimpinan yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri. 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan dipimpin oleh seorang Panitera dan 

dibantu oleh seorang Wakil Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan Terdiri 

dari : 

1. Sub Kepaniteraan Perdata yang dipimpin oleh Panitera Muda Perdata, yang 

tugasnya membantu Panitera dalam menyelenggarakan segala urusan 

keperdataan, mulai dari menerima gugatan, permohonan, banding, kasasi, 

peninjauan kembali, eksekusi dan somasi serta tugas lain berdasarkan peraturan 

yang berlaku. 

2. Sub Kepaniteraan Pidana yang dipimpin oleh Panitera Muda Hukum, yang 

tugasnya membantu Panitera dalam menyelenggarakan segala urusan 

kepidanaan, mulai dari banding, Kasasi, peninjauan kembali dan grasi serta 

tugas lain berdasarkan peraturan yang berlaku. 

3. Sub Kepaniteraan Hukum yang dipimpin oleh Panitera Muda Hukum, yang 

tugasnya mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik 

perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan berkas perkara inaktif, 

melaukan administrasi notaris, Penasihat Hukum, Badan Hukum dan tugas lain 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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4. Kelompok Tenaga Fungsional Panitera Pengganti dan Juru Sita. 

Adapun kedudukan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Cilacapsesuai Keputusan 

Menteri Kehakiman RI Nomor M.01.PR. 07.02 Tahun1999 tanggal 5 Januari 1999 

tentang Struktur Organisasi dan Tata KerjaKesekretariatan Pengadilan Negeri adalah 

sebagai berikut. 

1. Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi KesekretariatanPengadilan   

Negeri Klas II Bintuhan 

a. Kedudukan Sekretariat Pengadilan Negeri Klas II Bintuhan 

1) Sekretariat Pengadilan Negeri adalah unsur Pembantupimpinan di bidang 

administrasi umum yang berada di bawahdan bertanggung jawab langsung 

kepada Ketua Pengadilan Negeri. 

2) Sekretariat Pengadilan Negeri dipimpin oleh seorang Sekretarisyang 

dibantu oleh seorang Wakil sekretaris. 

b. Tugas Sekretariat Pengadilan Negeri Klas II Bintuhan 

1) Sekretaris Pengadilan Negeri mempunyai tugas memberikanpelayanan 

administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Negeri. 

2) Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri mempunyai tugas membantu 

Sekretaris Pengadilan Negeri dalam memberikan pelayanan administrasi 

umum kepada semua unsur di lingkungan pengadilan negeri. 

c. Susunan Organisasi Kesekretariatan Pengadilan Negeri Bintuhan terdiri dari: 

1) Bagian Kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Urusan ( Kaur )Kepegawaian 

yang bertugas menyelenggarakan urusankepegawaian yang meliputi: 

1. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi pada urusan 

Kepegawaian yang meliputi menerima, mencatat, mengelola, 

menyalurkan dan menyelesaikan surat masuk/keluar di urusan 

kepegawian. 

2. Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi: 

a. Meneliti/memeriksa/melengkapi file kepegawaian 

b. Menyiapkan dan megirim file Kepegawaian bagi hakim/pegawai 

yang mutasi 

3. Mengusulkan promosi para Hakim dan pegawai yang memenuhi 

syarat; 
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4. Mengusulkan kenaikan pangkat bagi pegawai Pengadilan Negeri 

Bintuhan yang telah memenuhi syarat; 

5. Meremajakan data DUKPengadilan Negeri Bintuhan setiap akhir 

tahun, Bezeting Formasi dan DUS; 

6. Membuat Laporan bezzeting setiap 3 bulan sekali; 

7. Meremajakan data DUS setiap awal bulan; 

8. Meremajakan data-data yang ada di aplikasi SIMPEG dan SAPK; 

9. Meningkatkan pelayanan terhadap pegawai Pengadilan Negeri 

Bintuhan dalam hal : 

a) Kenaikan Gaji Berkala; 

b) Mengurus Taspen, Karpeg, Askes, Karis/karsu; 

c) Membuat Surat Cuti Pegawai / Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan; 

10. Mengusulkan surat izin belajar kepada Pengadilan Tinggi Bengkulu 

yang mengikuti strata I dan strata 2; 

11. Membuat surat keputusan sesuai dengan kewenagannya; 

12. Melaksanakan penyumpahan dan pelantikan bagi PNS atau pejabat 

baru Pengadilan Negeri Bintuhan; 

13. Membuat rekapitulasi daftar hadir pegawai Pengadilan Negeri 

Bintuhan setiap akhir bulan dan menyampaikan ke Pengadilan Tinggi 

Bengkulu; 

14. Mengentri data kehadiran ke aplikasi KOMDANAS; 

15. Mengusulkan pensiun bagi pegawai yang memenuhi syarat; 

16. Mengkoordinir pembuatan DP3/Penilaian Prestari Kerja setiap akhir 

tahun 

2) Bagian Keuangan, dipimpin oleh Kepala Urusan ( Kaur)Keuangan yang 

bertugas: 

- Menyelenggarakan pembukuan keuangan; 

- Pelaporan keuangan DIPA; 

- Mengajukan dan menandatangani permintaan gaji/tunjangan/honor 

dengan diterbitkannya SPM; 

- Merencanakan/mengajukan usulan dalam bentuk RKAKL; 
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- Melaksanakan urusan keuangan lainnya kecuali mengenai pengelolaan 

biaya perkara. 

3)  Bagian Umum, yang dipimpin oleh Kepala Urusan ( Kaur) Umum yang 

bertugas: 

- Menyelenggarakan dan mengelola barang-barang inventaris; 

- Mengagenda surat-surat masuk dan keluar dan mendistribusikan ke 

bagian masing-masing; 

- Mengelola Perpustakaan; 

- Membuat rencana anggaran belanja barang dan modal; 

- Mengelola barang-barang persediaan; 

- Mengelola SIMAK BMN. 

Pada tahun 2015, Pegawai Pengadilan Negeri Bintuhan mengalami perubahan, baik 

itu dikarenakan mutasi maupun tambahan pegawai. Pada Bulan Februari, terjadi mutasi 

Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan ke Pengadilan Negeri klas IA  Tanjung Karang dan 

bulan Juni terjadi mutasi Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan ke Pengadilan Negeri Kota 

Agung Atas nama Joko Ciptanto, SH., MH. Pada Bulan Agustus, Pengadilan Negeri 

Bintuhan mendapat Pejabat Struktural Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan yang 

sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan atas nama ASEP 

KOSWARA, SH., MH, pada bulan September Pengadilan Negeri Bintuhan mendapat 

pejabat struktural Wakil Ketua yang sebelumnya bertugas sebagai Hakim Pengadilan 

Negeri Padang Sidempuan Atas nama FAISAL, SH., MH. Pada bulan Oktober, Mutasi 

Staf Pengadilan Negeri Bintuhan Ke Pengadilan Negeri Bengkulu atas nama Nofriyani 

Kemala Dewi, S.T. Pada Bulan November, Pengadilan Negeri Bintuhan mendapat 

tambahan Pegawai  sebanyak 1 (satu) orang dari Pengadilan Negeri Larantuka Atas 

Nama Ahmaanggi Nugraha, SH  Sehingga pada akhir tahun 2015, jumlah seluruh Hakim 

dan Pegawai Pengadilan Negeri Bintuhan adalah 19 (sembilan belas) orang. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

TABEL I 

NAMA HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN NEGERI BINTUHAN 

PADA TAHUN 2015 

 

No NAMA BIDANG Jabatan 

Teknik Non 
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Yudisi

al 

Teknis 

yudisial 

1 Asep Koswara, S.H., M.H.   Ketua 

2 Faisal, S.H., M.H.   Wakil Ketua 

3 Fadel Pardamean Batee, SH   Hakim 

4 Cakra Tona Parhusip, SH   Hakim 

5 Erif Erlangga, S.H.   Hakim 

6 Alto Antonio, S.H.   Hakim 

7 Made Artha, S.H.   Panitera/Sekertaris 

8 Heri Heryanto, S.H.   Wakil Sekertaris 

9 Tarzanto, S.H.   Panitera Muda Pidana 

10 Armen, A.Md   Penitera Muda Hukum 

11 Hadi Candra, S.H.   Panitera Pengganti 

12 Avif Patuh Rahman, S. Kom   Kaur Keuangan 

13 Vera Trisiana, S.H.   Bendahara Pengeluaran 

14 Winasta Piscesa, S.H.   Pengadministrasi 

Hukum 

15 Yenni Komalasari, S.H.   Pengadministrasi Pidana 

16 Temi Eka Putra   Jurusita Pengganti 

17 Ahmaanggi Nugraha, SH   Pengadministrasi Pidana 

18 Listika Rahma Dania, S.H.   CPNS/Pengadministrasi 

Kepegawaian 

19 Harya Puteratama, S.H.   CPNS/Pengadministrasi 

Umum 

Sumber: Kepegawaian Pengadilan Negeri Bintuhan  Tahun 2015 

Disamping itu Pengadilan Negeri  Bintuhan juga dibantu oleh tenaga honorer yang 

diangkat DIPA Pengadilan Negeri Bintuhan yang berjumlah 7 Orang, dengan perincian 

dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

TABEL II 

NAMA TENAGA HONORER PENGADILAN NEGERI BINTUHAN 

PADA TAHUN 2015 

 
NO NAMA TUGAS KET 
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1 Gunawan Smitri Driver  

2 Maryanto Driver  

3 Supriyadi Satpam  

4 Listam Efendi Satpam  

5 Zakki Nashri, SH Pramubakti  

6 Septi Tri Weni, SH Pramusaji  

7 Tajudin Pramubakti  

Sumber : Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2015 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwasannya Pengadilan Negeri Bintuhan 

mengalami kekurangan Pegawai, baik itu di bidang teknis perkara maupun non teknis 

(kesekretariatan),  di bidang teknis perkara Pengadilan Negeri Bintuhan belum memiliki 

juru sita yang defenitif, sedangkan di bagian kesekretariatan masih minimnya Pegawai 

yang memiliki kemampuan akademis di bidang Teknologi Informasi, yang tentunya 

sangat berdampak kepada kelancaran kerja,  Yang sekarang ini berbasis teknologi seperti 

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), aplikasi-aplikasi di bidang keuangan. 

 Untuk sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Bintuhan, masih kurangnya 

jumlah kendaraan dinas (mobil) guna untuk kelancaran operasional kantor, dimana letak 

Pengadilan Negeri Bintuhan yang dari segi geografis cukup jauh dari Pengadilan Tinggi 

Bengkulu, disamping itu belum adanya KPPN di Kab. Kaur, sehingga semua yang 

berurusan dengan keuangan masih berinduk pada KPPN Manna, Bengkulu Selatan, selain 

itu sarana jalan yang kurang memadai untuk akses ke Pengadilan Negeri Bintuhan. 

Sehingga menggangu kenyamanan pengunjung yang datang ke Pengadilan Negeri 

Bintuhan 
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BAB. II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. VISI DAN MISI 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan LKJIP  yang disusun 

untuk tahun 2015; 

Sebagai Organisasi Pengadilan Negeri Bintuhan mempunyai Visi; 

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” 

Dan misi yang dikembangkan untuk mencapai Visi tersebut adalah : 

1. Menjaga kemendirian badan peradilan; 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpian badan peradilan; 

4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi badan peradilan; 

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Bintuhan secara garis besar mengacu pada Visi dan 

Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di 

Negara Indonesia, yang mencerminkan harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, 

Independen, tanggung jawab, kredibel, serta menjujung tinggihukum dan keadilan. 

Upaya umtuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu 

pekerjaan mudah.Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang 

di hadapi Pengadilan Negeri Bintuhan dan rencana serta strategi yang tepat dan 

menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada.Tujuannya, agar dapat mendorong 

terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya 

supremasi hukum; 

B. TUJUAN STRATEGIS 

Tujuan Strategis merupakan penjabatan atau implementasi dari peryataan visi yang 

akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan 

Strategis yang bermuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut : 
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1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasan terpenuhi; 

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan; 

3. Publik percaya bahwa pengadilan Negeri Bintuhan dapat memenuhi butir 1 dan 

2 diatas; 

Dengan diformulasikan tujuan strstegis, Pengadilan Negeri Bintuhan akan dapat 

secara tepat mengetahuiapa yang harus dilakukan oleh organisasi dalam memenuhi apa 

yang harus dilakukan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu 

satusampai lima tahun kedepan dan memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi 

misi organisasi telah tercapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi 

misi organisasi; 

Tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Bintuhan, sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kemampuan dan kinerja Pendalilan agar lebih efektif dan efisien; 

2. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi peradilan; 

3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia Pengadailan; 

C. SASARAN STRATEGIS 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih pendek 

dari pada tujuan, sasaran yang ditetapkan dalam Restra Pengadilan Negeri Bintuhan, 

adalah: 

1. Meningkatkan jumlah perkara yang penyelesaianya melalui upaya mediasi; 

2. Meningkatnya penyelesaian perkara yang tepat waktu; 

3. Meningkatnya tertip administrasi perkara yang tepat waktu; 

4. Meningkatnya mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparetur Negara 

di Pengadilan Negeri Bintuhan; 

5. Meningkatkan kualitas penyelesaian pengaduan masyarakat serta pengawasan 

terhadap aparatur Negara (teknis dan Non teknis) yang dilakukan baik secara 

internal maupun eksernal; 

6. Meningkatnya aksesibitas masyarakat terhadap pengadilan sehingga tercipta 

trasparansi peradilan; 

Beberapa sasaran tersebut merupakan sasran yang akan dicapai Pengadilan Negeri 

Bintuhan dalam tahun 2015-2019, untuk mewujudkan visi dan misi serta strategis, maka 

pengadilan Negeri Bintuhan mengusulkan program segabai berikut : 

1. Program Umum 
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a. Meningkatkan koordinasi, integrasi, dan singkronisasi dalam melaksanakan tugas-

tugas kedinasan antara unsur pimpinan (Ketua, Wakil Ketua, dan Panitera / 

Sekrtaris)baik internal maupun eksternal; 

b. Melakukan tugas-tugas teknis yudisial dan non yudisial sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. Membangun dan menumbuhkan terhadap seluruh aparatur peradilan, rasa 

saling parecaya yang penuh keakraban dan kekeluargaan, dengan 

mengedepankan rasa kebersamaan untuk mewujudkan keterbukaan dan 

kesejahteraan; 

2. Bidang Tehnis Yustisial 

a. Meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (topoksi) peradilan tingkat 

pertama dalam hal menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan serta 

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bintuhan dengan 

berlandaskan prinsip sederhana, cepat dan biaya ringan; 

b. Dalam mejalankan tugas dan kewajiban, hakim dalam menerima, memeriksa, 

mengadili serta menyelesaikan perkara, hakim harus bebas campur tangan pihak 

ketiga, kebebasan itu harus dimaknai lebih luas dan lebih bertangung jawab lagi 

bukan dalam arti kebebasan itu harus dimaknai lebih luas dan lebih bertangung 

jawab lagi bukan dalam arti kebebasan individual absolute tetapi bersifat 

institusional, oleh karena itu kebebasan dan kemandirian Hakim harus dimaknai 

sebagai kebebasan institusional dan kebebasan yang bertangung jawab; 

c. Meningkatkan mutu dan pelayanan kepada pencari keadilan yang menuju 

pelayanan prima; 

d. Meningkatkan mutu putusan Pengadilan Negeri Bintuhan, melalui eksaminasi 

putusan, beda berkas perkara, dan diskusi; 

e. Dalam melaksanakan pemeriksaan barang tidak bergerak perlu dilakukan discente 

(pemeriksaan setempat), yang pelaksanaanya dilakukan setelah selesai pemeriksaan 

alat bukti, sehingga dalam amar putusan dapat dijelaskan identitasa objek sengketa 

secara jelas, hal ini dapat memudahkan pelaksanaan eksekusi; 

f. Dalam mengeluarkan putusan harus singkron dan selaras antara duduk perkara 

pertimbangan hukum dan amar putusan, termasuk eksepsi, konvensi dan 

rekonvensi; 
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g. Berupaya untuk menghilangkan hambatan-hambatan interen maupun eksteren 

dalam pelaksanaan eksekusi; 

h. Para Majelis Hakim harus bersikap aktif dalam memberikan nasehat kepada 

penggugat, apabila surat gugatan atau pemohonan belum memenuhi syarat 

sebagaimana di amarkan dalam pasal 119 HIR atau pasal 143 RBG serta pasal 4 

ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No.48 tahun 2009, sehingga Majelis Hakim tidak 

dengan mudah menjatuhkan putusan tidak menerika gugatan penggugat (NO); 

i. Dalam perkara pengangkatan anak hendaknya tidak memutuskan hubungan darah 

orang tua aslinya dan memperhatikan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan 

anak; 

j. Dalam permohonan peninjauan kembali harus diajukan secara tertulis disertai 

dengan risalah peninjauan kembali; 

k. Majelis Hakim, agar selektif dalam mengabulkan permohonan penundaan siding 

dari pihak perkara yang tidak didasarkan alas an hukum dan akan menghambat 

kelancaran persidangan sebagaimana diatur dalam pasal 159 (4) HIR/186 Rbg; 

l. Hakim harus hati-hati dalam merumuskan amar putusan, supaya putusan tersebut 

dapat dijalankan dantidak merugikan para pihak yang berperkara; 

m. Berkas perkara di Pengadilan Negeri Bintuhan baik diajukan upaya hukum atau 

tidak, harus dilengkapi dokumen elektronik; 

3. Administrasi Peradilan 

a. Meningkatkan dan menetapkan tertip administrasi Peradilan Tingkat Pertama 

khususnya di Pengadilan Negeri Bintuhan sesuai dengan buku I dan buku II 

dengan dokumen kepada surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 

KMA/007/SK/IV/1994 tanggal 04 April 1994 dan KMA Nomor : 

032/SK/IV/2006 tentang pedoman pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan 

Tugas; 

b. Memantapkan pengunaan formulir administrasi perkara sebagaimana surat Edaran 

Mahkamah Agung RI Nomor I tahun 1993 dan Nomor 2 Tahun 1993 dan buku II 

edisi 2010, sepanjang tidak ada perubahan; 

c. Meningkatkan penerapan dan pelaksanaan Bidalmin sesuai dengan Keputusan 

Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tahun 24 Januari 1991 secara 

manual dengan di Back Up IT. 
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d. Mengirim laporan tepat waktu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya telah diterima Pengadilan Tinggi Bengkulu; 

4. Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan 

a. Mewujudkan aparat Peradilan yang professional yang mampu menegakkan 

kebenaran dan keadilan melalui program: 

Pembinaan oleh pimpinan kepada bawahanya : 

1) Melakukan pembinaan terhadap pejabat fungsional khususnya Hakim 

berkenaan dengan bidang tugas masing-masing minimal sebulan sekai; 

2) Melakukan koordinasi pejabat setiap bulan; 

3) Melakukan pembinaan terhadap pegawai minimal atu bulan sekai untuk 

meningkatkan rasa kerjasama dan kebersamaan; 

b. Agar tercipta aparatur yang ersih dan berwibawa, terciptanya tujuan organisasi 

serta terlaksananya kinerja yang efektif dan efisien, perlu ditingkatkan kinerja dan 

tata administrasi disemua komponen kerja; 

5. Kesekretariatan 

a. Administrasi umum, barang dan perlengkapan : 

1) Meningkatkan pelaksanaan tata persuratan dan system arsip dinamis sesuai 

dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 

143/KMA/SK/VIII/2007; 

2) Meningkatkan tertip adminitrasi dan pemeliharaan inventaris barang milik 

Negara melalui aplikasi SIMAK BMN sesuai dengan KMA Nomor 449 tahun 

2000 tentang cara pembinaan dan pengawasan; 

3) Meningkatkan system pengelolaan (operating prosedur) barang-barang ATK 

dengan pembukaan Stok Opname dengan menggunakan aplikasi barang 

persediaan; 

4) Mengusulkan penghapusan barang-barang kantor yang rusak berat; 

5) Menyediakan kebutuhan sehari-hari perkantoran seperti alat tulis kantor dan 

barang cetak untuk manajemen kantor; 

6) Mengadakan pemeliharaan gedung kantor/bangunan, rumah Negara, instalasi 

jaringan dan sarana prasaranan kantor; 
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7) Membuat laporan kinerja instansi pemerintah (LKJIP) tahun 2015 dan 

rencana kinerja tahunan (RKT) tahun angaran 2016 serta perjanjian kerja 

(PK) tahun 2016; 

 

b. Administrasi Keuangan 

1) Membuat dan mengusulkan RKAKL tahun 2016 dengan data pendukung 

yang akurat dan lengkap ke Pengadilan Tinggi Bengkulu secara tepat waktu; 

2) Menyusun rencana penyusuanan anggaran (RPA) permata anggaran sesuai 

dengan DIPA Pengdilan Negeri Bintuhan tahun 2016; 

3) Merealisasikan penggunaan dana dalam DIPA sesuai dengan rencana 

penggunaan anggaran (RPA dan RPU) dan menyampaikan dalam bentuk 

laporan tepat waktu; 

4) Meningkatkan tertib administrasi keuangan dengan menginventarisir 

penerimaan Negara bukan pajak serta penyetorannya ke kas Negara tepat 

waktu; 

5) Meningkatkan tertib pembukuan keuangan oleh bendahara pengeluaran dan 

bendahara penerimaan baik buku kas umum maupun buku bantu lainya baik 

secara maual dan elektronik; 

6) Membuat laporan realisasi anggaran pertriwulan sesuai peraturan pemerintah 

Nomor 39 tahun 2006 paling lambat tanggal 4 bulan berikutnya; 

7) Membuat laporan bulanan SAKPA, dengan dilampiri BAR, Prin Outhasil 

rekonsiliasi setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; 

8) Membuat laporan catatan atas laporan keuangan (Calk Satker) setiap semester 

I dan semester II paling lambat 10 bulan berikutnya; 

9) Menyampaikan laporan keuangan perkara ke Pengadilan Tinggi Bengkulu per 

semester paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan dilampiri 

rekening Koran per 30 Juni dan 31 Desember beserta foto kopi buku induk 

keuangan perkara; 

10) Meningkatkan koordinasi kepada Pengadailan Tinggi Bengkulu dalam hal 

penggunaan dan pelaksaaan anggaran tahun 2015; 

11) Meningkatkan penggunaan IT terutama informasi bagian keuangan agar 

setiap data yang diminta segera disampaikan; 
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12) Menindak lanjuti apabila ada temuan atau perbaikan dalam hal ada 

pembinaan /pengawasan dari Pengadilan Tinggi Bengkulu; 

13) Menyampaikan laporan pertangungjawaban di muka remunerasi setiap bulan 

paling lambat tanggal 3 bulan berikutnya; 

c. Administrasi Kepegawaian 

1. Mengusulkan promosi para Hakim dan pegawai yang memenuhi syarat; 

2. Mengusulkan kenaikan pangkat bagi pegawai Pengadilan Negeri Bintuhan 

yang telah memenuhi syarat; 

3. Membuat DUK, Bezeting Formasi dan DUS Pengadilan Negeri Bintuhan 

setiap akhir tahun; 

4. Meningkatkan pelayanan terhadap pegawai Pengadilan Negeri Bintuhan dalam 

hal : 

a) Kenaikan Gaji Berkala; 

b) Mengurus Taspen, Karpeg, Askes, Karis/karsu; 

c) Membuat SK Cuti Pegawai / Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan; 

5. Mengusulakan surat izin belajar kepada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang 

mengikuti strata I dan strata 2; 

6. Membuat surat keputusan sesuai dengan kewenagannya; 

7. Melaksanakan penyumpahan dan pelantikan bagi pejabat baru Pengadilan 

Negeri Bintuhan; 

8. Membuar rekapitulasi daftar hadir pegawai Pengadilan Negeri Bintuhan setiap 

akhir bulan dan menyampaikan ke Pengadilan Tinggi Bnegkulu; 

9. Mengusulkan pension bagi pegawai yang memenuhi syarat; 

10. Melakukan penataan file kepegawaian Pengadilan Negeri Bintuhan; 

11. Membuat data statistic pegawai setiap akhir tahun; 

12. Membuat DP3 setiap akhir tahun berdasarkan WAS 1 dan WAS 2 serta CPP 1 

dan CPP 2; 

 

D. INDIKATOR KINERJA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN; 

1. Indikator Kinerja Utama 

No URAIAN ALASAN 

1 Prosentase perkara yang selesai Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, 
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melalui mediasi fungsi dan peran organisasi 

2 Prosentase perkara yang 

tertunggak di putus 

Mengukur kinerja organisasi sesuai dengan tugas, 

fungsi dan peran organisasi. 

3 Prosentase penertiban 

administrasi perkara 

Mengukur kinerja organisasi untuk mewujudkan 

peradilan yang bersih berwibawa dan trasfaran. 

4 Prosentase peningkatan SDM 

aparatur peradilan 

Mengukur kinerja organisasi untuk mewujudkan 

peradilan yang bersih berwibawa dan trasfaran 

5 Prosentase jumlah pengadulan 

dan rekomendasi temuan 

pemeriksaan yang ditindak 

lanjuti 

Mengukur kinerja organisasi untuk mewujudkan 

peradilan yang bersih berwibawa dan trasparan. 

6 Prosentase putusan perkara yang 

diinformasikan melalui website 

Mengukur informasi peradilan dalam 

menyelesaikan perkara dan mewujudkan 

modernisasi peradilan. 

  

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN 

TAHUN 2015-2019 

 

No Kinerja utama Indikator kinerja utama  Penjelasan Penangung 

jawab 

Sumber data 

1 Peningkatan 

penyelesaian 

upaya Mediasi 

Prosentase  Mediasi 

yang diselesaikan 

Perbandingan antara 

mediasi yangdisepakati 

dengan jumlah mediasi 

yang diterima dan 

menjadi perkara 

Panitera 

/Sekertaris 

Laporan 

Bulanan dan 

laporan 

tahuanan 

2 

 

Peningkatan 

penyelesaian 

perkara 

a. Prosentase perkara 

yang diselesikan 

 

 

 

 

 

b. Prosentase sisa 

perkara yang 

diselesaikan 

Perbandingan antara 

perkara yang diminutasi 

dan di sampikan kepada 

para pihak pencari 

keadilan dengan jumlah 

perkara yang di regester 

 

Perbandingan antara sisa 

perkara yang telah 

diminutasi dan 

disampaikan kepada para 

pihak pencari keadilan 

dengan jumlah sisa 

perkara 

 

Panitera / 

Sekertaris 

 

 

 

 

 

Panitera / 

Sekertaris 

Laporan 

bulanan dan 

laporan 

tahunan 

 

 

 

Laporan 

bulanan dan 

laporan 

tahunan 

3 Peningkatan 

tertib 

administrasi 

a. Prosentase berkas 

yang diregester dan 

siap disidangkan ke 

Perbandingan antara 

berkas perkara yang 

diterima Pengadilan 

Panitera / 

Sekertaris 

 

Laporan 

bulanan 
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perkara Majelis 

 

 

 

b. Prosentase 

penyampian 

pemberitahuan 

pemanggilan sidang 

tepat waktu 

 

 

c. Prosentase penyitaan 

tepat waktu dan tepat 

 

 

 

d. Prosentase 

penyampaian 

pemberitahuan relas 

putusan tepat waktu, 

tempat dan para 

pihak 

 

 

 

e. Prosentase berkas 

yang diajukan 

banding, kasai dan 

PK yang 

disampaikan secara 

lengkap 

 

 

Negeri Bintuhan dengan 

berkas perkara yang 

disidangkan 

 

Perbandingan antara 

penyampaian 

pemberitahuan 

pemanggilan sidang tepat 

waktu dengan jumlah 

perkara 

 

Perbandingan antara 

penyitaan tepat waktu 

dengan jumlah perkara 

yang disidangkan 

 

Perbandingan antara 

penyampian 

pemberitahuan relas 

putusan tepat waktu, 

tempat dan para pihak 

dengan jumlah perkara 

yang telah putus 

 

 

Perbandingan antara 

berkas yang diajuka 

banding, kasasi dan PK 

yang lengkap (terdiri dari 

Bundel A dan bundel B) 

de jumlah berkas yang 

dikembalikan oleh 

pengadilan tingkat 

banding dan Mahkamah 

Agung 

 

 

 

 

Juru Sita 

 

 

 

 

 

 

Juru Sita 

 

 

 

 

Juru Sita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panitera / 

Sekertaris 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan 

bulanan 

 

 

 

 

 

Laporan 

bulanan 

 

 

 

Laporan 

bulanan 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan 

Bulanan 

4 Peningkatan 

kualitas SDM 

a. Prosentase pegawai 

yang lulus diklat 

teknis yuridis 

 

 

 

 

 

 

 

b. Prosentase pegawai 

yang lulus diklat non 

yudisial 

Perbandingan antara 

SDM teknis yang 

diajukan untuk mengikuti 

diklat sehingga 

memperoleh kelulusan / 

bersetifikat diklat tipikor, 

HAM, Cakim dengan 

jumlah yang mengikuti 

diklat 

 

a. Perbandingan antara 

SDM non teknis yang 

diajukan untuk 

mengikuti diklat 

sehingga memperoleh 

kelulusan / bersetifikat 

diklat kepemimpinan 

sertifikat barang dan 

Panitera / 

Sekertaris 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panitera / 

Sekertaris 

 

 

 

 

 

 

Laporan 

kepegawaian 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan 

kepegawaian 
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jasa 

b. Perbandingan antara 

SDM yang diajukan 

untuk mengikuti 

pendidikan rintisan 

gelar sehingga 

memperoleh kelulusan 

/ bersetifikat dengan 

jumlah yang 

mengikuti diklat 

 

Ketua PN 

dan Panitera 

/ Sekertaris 

 

Laporan 

kepegawaian 

5 Peningkatan 

kualitas 

pengawasan 

a. Prosentase 

pengaduan yang 

ditinadk lanjuti 

 

 

 

 

 

 

b. Prosentase temuan 

yang ditindaklanjuti 

Perbandingan jumlah 

pengaduan yang 

ditindaklanjuti mengenai 

perilaku aparatur 

peradilan (teknis dan non 

teknis) dengan jumlah 

pengaduan yang 

dilaporkan 

 

Perbandingan jumlah 

temuan yang 

ditindaklanjuti hasil 

pengawasan internal (tim 

pengawasan Pengadilan 

Negeri Bintuhan dan 

Badan Pengawasan) dan 

eksternal (Badan 

Pemeriksaan keuangan) 

dengan temuan yang 

dilaporkan 

Ketua PN 

dan Panitera 

/ Sekertaris 

 

 

 

 

 

 

Ketua PN 

dan Panitera 

/ Sekertaris 

Laporan 

Hasil 

Pengaduan 

Masyarkat 

 

 

 

 

 

Laporan 

hasil 

Kegiatan 

Pengawasan 

Melekat 

6 Peningkatan 

Aksebilitas 

masyarakat 

terhadap 

peradilan 

(Acces to 

Justice) 

Prosentase proses 

penyelesaian perkara 

yang dapat 

dipublikasikan 

Perbandingan prosentase 

proses putusan perkara 

yang sudah diminutasi 

dan dapat didownlod di 

website Pengadilan 

Negeri Bintuhan (sesuai 

SK KMA No. 144 tahun 

2007 tentang keterbukaan 

informasi peradilan) 

dengan perkara yang 

diputus 

Panitera / 

Sekertaris 

Laporan 

Bulanan dan 

Laporan 

Tahunan 

 

E. PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN TAHUN 2015 

Perjanjian kinerja pada dasarnaya adalah pernyataan komitmen yang 

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam 

rentan waktu satu tahun tentu dengan mempertimabangkan sumber daya yang 

dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja 

pada akhir tahun 2015, penyusunan kinerja ini berdasarkan pada Inpres Nomor : 5 tahun 
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2004 tentang percepatan penmerantasan korupsi, dan surat edaran Mentri Negara PAN 

dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 tahun 2010 tentang penetapan kinerja dan pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan khusus dari Perjanjian Kinerja adalah 

untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata 

komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapain tujuan dan sasaran 

Pengadilan Negeri Bintuhan, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi 

kinerja. 

 

     PERJANJIAN  KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI BINTUHAN 

          TAHUN ANGGARAN 2015  

 

No Sasaran Strategis Indikator Target 

1 Meningkatnya jumlah perkara yang 

penyelesianya melalui upaya mediasi 

Prosentase mediasi yang selesaikan 20 % 

2  Meningkatnya penyelesaian perkara yang 

tepat waktu 

a. Prosentase perkara yang diselesaikan 

b. Prosentase sisa perkara yang 

diselesaikan 

90 % 

100 % 

3 Meningkatnya tertib administrasi perkara 

yang tepat waktu 

a. Prosentase berkas yang di regester dan 

siap disidangkan ke Majelis 

b. Prosentase penyampaian pemberitahuan 

pemanggilan sidang tepat waktu 

c. Prosentase penyitaan tepat waktu dan 

tempat 

d. Prosentase penyampaian pemberitahuan 

relas putusan tepat waktu, tempat dan 

para pihak 

e. Prosentase berkas yang diajukan 

banding, kasasi, dan PK yang 

disampaikan secara lengkap 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

100 % 

4 Meningkatnya mutu dan kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) aperatur Negara di 

Pengadilan Negeri Bintuhan   

a. Prosentase pegawai yang lukus diklat 

teknis yudisial 

b. Prosentase pegawai yang lulus diklat non 

yudisial 

100 % 

 

100 % 

5 Meningkatnya kualitas penyelesaian a. Prosentase pengaduan yang 100%  
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pengaduan masyarakat serta pengawasan 

terhadap aparatur Negara (teknis dan non 

teknis) yang dilakukan baik secara 

internal maupun eksternal 

ditindaklanjuti 

b. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti 

 

100 % 

6 Meningkatnya aksebilitas masyarakat 

terhadap peradilan sehingga terciptanya 

transparansi peradilan 

Prosentase proses penyelesaian perkara 

yang dapat dipublikasikan 

50% 

 

- Sasaran nomor 1 hanya menergetkan 20 % karena biasanya jumlah perkara yang 

diselesaikan dengan mediasai hanya sedikit, misalnya pada tahun 2013, dari 3 

perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Bintuhan dan tidak ada perkara yang 

dapat deselesaikan dengan cara mediasi; 

- Sasaran nomor 2a hanya menergetkan 90 % karena setiap perkara yang masuk 

tidak semua dapat diselesaikan pada tahun tersebut, karena apabila perkara masuk 

pada bulan Desember maka penyelesaian perkaranya pada awal tahun berikutnya; 

- Sasaran nomor 2b menargetkan 100% dikarenakan tunggakan perkara tahun 

sebelumnya dapat disesuaikan tepat waktu pada tahun selanjutnya; 

- Sasaran nomor 3a menergetkan 100% karena merupakan upaya dari lembaga 

peradilan dalam mewujudkan peradilan yang lebih cepat, murah dan tepat waktu. 

Semua perkara yang masuk diregester langsung siap sidangkan oleh Majelis; 

- Sasaran nomor 3b sampai 3e menargetkan 100% karena merupakan upaya dari 

lembaga peradilan dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih cepat, 

murah dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan yang 

tidak mampu, disesuaikan dengan anggaran yang tersedia; 

- Sasaran nomor 4a menargetkan 100% karena pengelolaan sumber daya manusia 

teknis; 

- Sasaran nomor 4b menergetkan 100% dikeranakan pegawai yang mengikuti diklat 

baik teknis maupun non teknis sesuai dengan kompetensi; 

- Sasaran nomor 5a menergetka 100% karena sebagai wujud dari  goog govermance 

untuk memberikan sanksi kepada jajaran peradilan yang melakukan tindakan 

tercelah dan mengingat masih terbatasnya fasilitas yang menunjang kinerja 

peradilan; 
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- Sasaran 5b meergetkan 100 % karena sebagai wujud untuk tertib administrasi 

yang dapat menunjang kinerja peradilan dan mengingat masih terbatasnya 

anggaran untuk sasaran dan prasarana penunjang administarasi sehingga tidak 

dapat dioptimalkan; 

- Sasaran nomor 6 menargetkan 50% Pengadilan Negeri Bintuhan pada tahun 2015 

telah mempunyai website dengan alamat www.pnbintuhan.net tetapi belum dapat 

secara maksimal memberikan informasi ke masyarakat dikarenakan terbatasnya 

dana yang ada pada tahun anggran 2015 sehingga Pengadilan Negeri Bintuhan 

hanya dapat menyewa alamat web hosting yang terbatas bandwitchnya; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pnbintuhan.net/


27 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

AKUNTABILISA KINERJA 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

 

Pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan diperoleh dari pengukuran yang 

dilakukan dengan cara membandingan antara target pencapaian indikator kinerja yang 

telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah 

ditetapkan tercapai atau tidak. Secara keseluruhan 

 

Adapan pencapaian kinerja berdasarkan indikator kinerja utama (IKU), adalah 

sebagai berikut : 

 

No Indikator Kinerja Target 

2015 

Realisasi 

2015 

Keterangan 

1 Prosentase mediasi yang di 

selesaikan 

20 % 0 % Perbandingan antara mediasi yang 

disepakati dengan jumlah mediasi yang 

diterima dan menjadi perkara 

2 a. Prosentase perkara yang 

diselesaikan 

 

 

 

 

b. Prosentase sisa perkara 

yang diselesaikan 

90 % 

 

 

 

100 % 

 

 

 

 

84% 

 

 

 

100% 

Perbandingan antara perkara yang 

diminutasi dan di sampikan kepada para 

pihak pencari keadilan dengan jumlah 

perkara yang di regester 

 

 

Perbandingan antara sisa perkara yang 

telah diminutasi dan disampaikan kepada 

para pihak pencari keadilan dengan 

jumlah sisa perkara 

3 a. Prosentase berkas yang 

diajukan banding, kasasi 

dan PK yang disampaikan 

 

 

 

 

b. Prosentase berkas yang 

100% 

 

 

 

100% 

100% 

 

 

 

100% 

Perbandingan antara berkas yang diajuka 

banding, kasasi dan PK yang lengkap 

(terdiri dari Bundel A dan bundel B) de 

jumlah berkas yang dikembalikan oleh 

pengadilan tingkat banding dan 

Mahkamah Agung 

 

Perbandingan antara berkas perkara yang 
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diregester dan siap sidang 

ke Majelis 

 

 

c. Prosentase penyampaian 

pemberitahuan 

pemanggilan siding tepat 

waktu 

 

d. Prosentase penyampaian 

pemberitahuan relaas 

putusan tepat waktu, 

tempat dan para pihak 

 

e. Prosentase penyitaan tepat 

waktu dan tempat 

 

 

 

   100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

diterima Pengadilan Negeri Bintuhan 

dengan berkas perkara yang disidangkan 

 

Perbandingan antara pemberitahuan 

dengan dengan berkas perkara yang 

diterima 

 

 

Perbandingan antara pemberitahuan 

putusan yang dikirim dengan putusan 

perkara yang diterima 

 

 

Perbandingan antara penyitaan yang 

diterima Pengadilan Tingkat Pertama 

dengan berkas penyitaan yang dikirim 

 

4 a. Prosentase pegawai yang 

lulus diklat teknis yuridis 

 

 

b. Prosentase pegawai yang 

lulus diklat non yudisial 

100% 

 

 

100% 

100% 

 

 

100% 

Perbandingan peserta yang memperoleh 

kelulusan dengan peserta yang diajukan 

 

Perbandingan peserta yang memperoleh 

kelulusan dengan peserta yang diajukan 

 

5 c. Prosentase pengaduan yang 

ditindak lanjuti 

 

d. Prosentase temuan yang 

ditindaklanjuti 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Perbandingan pengaduan yang masuk 

dengan pengaduan yang ditindaklanjuti 

 

Perbandingan jumlah temuan yang ada 

dengan temuan yang ditindaklanjuti 

6 Prosentase proses 

penyelesaian perkara yang 

dapat dipublikasikan 

50% 70% Selisih perkara yang dipubikasikan 

dengan perkara yang diputus 

 

Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya dapat dijelaskan sebagai 

berikut:Dalam tahun anggaran 2013 Pengadilan Negeri Bintuhan telah menetapkan 6 

(enam) sasaran strategis yang akan dicapai, keenam sasaran tersebut selanjutnya diukur 

dengan mengaplikasikan 13 indikator kinerja. Realisasi pada akhir tahun menunjukan 

bahwa ada 2 indikator kinerja yang tidak dapat tercapai. 

Adapun indikator yang tidak tercapai sebagai berikut prosentase mediasi yang 

diselesaikan, prosentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial, , ketidak berhasilan 

pencapaian sasaran ini disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja 

dibawah ini : 

1. Sasaran meningkatnya jumlah perkara yang penyelesaianya Melalui Mediasi. 
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Sasaran ini dimaksudkan untuk mengambarkan efisiensi penyelenggaraan 

penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bintuhan. Pencapaian target indikator kinerja 

sasaran ini pada tahun 2015 dapat digambarkan sebagai berikut : 

Indikator 

Target 

2015 

(%) 

Realisasi 

2015 

(%) 

Capaian 

2015 

(%) 

Capaian 

2014 

Persentase 

Penyelesaian 

yang di 

selesaikan 

 

20% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

Rata-rata capaian 

 

0% 

 

 

Penjelasan persentase penyelesaian upaya mediasi 

Pengadilan Negeri Bintuhan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui upaya 

mediasi dilaksanakan atas suatu dasar hukum yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 2004 

pasal 16 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata dengan cara 

perdamaian. Undang- Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, yang lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai 

lembaga alternatif penyelesaian sengketa, serta Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 

2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No 1 Tahun 2008). 

Penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi ini dilaksanakan dengan maksud dan 

tujuan membantu mencarikan jalan keluar atau alternatif penyelesaian atas sengketa yang 

timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang 

bersengketa. Dengan demikian proses negosiasi adalah proses yang forward looking dan 

bukan backward looking. Yang hendak dicapai bukanlah mencari kebenaran dan atau 

dasar hukum yang diterapkan namun kepada penyelesaian masalah.” the goal is not truth 

finding or low imposing but problem solving”(Lovenheim, 1996: 1.4). 

Mengingat pentingnya upaya mediasi tersebut maka Pengadilan Negeri Bintuhan 

menargetkan upaya mediasi dapat tercapai 30% (Dua Puluh persen) pada tahun 2015, 

karena penyelesaian sengketa melalui upaya mediasi sangat bermanfaat bagi para pihak 

yang bersengketa. 

Pada tahun 2015 pelaksanaan upaya mediasi telah dilaksanakan, namun pada tahun 

2015 penyelesaian sengketa para pihak melalui upaya mediasi belum terealisasi, hal ini 
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disebabkan karena para pihak tidak menemukan upaya damai sehingga sengketa 

dilanjutkan ke meja hijau. Sasaran Meningkatnya Penyelesaian Perkara yang Tepat 

Waktu 

2      Sasaran Peningkatan Penyelesaian Perkara 

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi 

penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bintuhan. 

Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bintuhan direalisasikan 

dengan menggunakan program Penegakan Hukum dan HAM Indikator kinerja yang 

ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator, untuk 

mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan yang telah dilakukan meliputi: Pencapaian target 

indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut : 

Indikator 

Target 

2015 

(%) 

Realisasi 

2015 

(%) 

Capaian 

2015 

(%) 

Capaian  

2014 

(%) 

 Persentase 

perkara yang 

di selesaikan 

 

90% 

 

84,70% 

 

84,70% 

 

76,62 % 

 Persentase sisa 

perkara yang 

di selesaikan 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

Rata-rata capaian 

 

 

99,75 

 

 

A. Penjelasan persentase perkara yang diselesaikan 

Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan (constanti justice) merupakan 

standar pelayanan peradilan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kekuasaan 

Kehakiman. Untuk terwujudnya peradilan cepat, Mahkamah Agung telah mengeluarkan 

Surat Edaran yang memberikan batas waktu paling lama enam bulan untuk penyelesaian 

perkara di tingkat pertama dan banding. 

Mahkamah Agung menggunakan dua indikator obyektif yang diakui secara 

internasional untuk mengukur kinerja penanganan perkaranya. Pertama adalah rasio 

penyelesaian perkara atau dikenal juga sebagai (clearance rate) dan Kedua adalah ukuran 
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usia perkara yang tertunggak. Rasio penyelesaian perkara adalah ukuran seberapa efektif 

suatu pengadilan dapat menyelesaikan perkara yang diterimanya.  

 

 

 

 

TABEL LAPORAN PERKARA PIDANA PADA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN 

 YANG MASUK DAN PUTUS PERIODE TAHUN 2010 S/D 2015 

 

No Tahun Jumlah Perkara 

 

 Sumber 

Daya 

Manusia 

 — Masuk Putus % HAKIM 

1. 2010 93 106 93,13% 8 Orang 

2. 2011 58 67 91,10% 8 Orang 

3. 2012 71 67 81,13% 8 Orang 

4. 2013 68 61 84,47% 6 Orang 

5. 2014 64 50 76,62% 7 Orang 

6 2015 85 72 84,70% 6 Orang 

 

Jumlah Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan dalam penyelesaian perkara 

pidana sudah menjamin peningkatan dalam hal penyelesaian perkara karena pada tahun 

2015 jumlah perkara yang putus sebanyak 72 perkara dari 85 perkara yang masuk.  

Pada Tahun 2015 ada peningkatan terhadap jumlah perkara akan tetapi terjadi 

penurunan  jumlah hakim yang masuk dan dalam penyelesaian perkara pada Tahun 2015 

terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. 13 perkara yang belum diputus di Pengadilan 

Negeri Bintuhan umumnya  disebabkan perkara tersebut dilimpahkan pada akhir tahun 

(bulan desember) sehingga tidak memungkinkan untuk diputus pada tahun yang sama 

dikarenakan proses persidangan di pengadilan yang membutuhkan waktu, hambatan yang 

sering ditemui yaitu belum dapat dihadirkannya saksi-saksi oleh JPU sehingga memaksa 

para hakim untuk menunda pemeriksaan persidangan.  

TABEL LAPORAN PERKARA CEPAT PADA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN 

 YANG MASUK DAN PUTUS PERIODE TAHUN 2012 S/D 2015 

No Tahun Jumlah Perkara  

Sumber 

Daya 

Manusia 

 — Masuk Putus % HAKIM 
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1. 2012 2279 2279 100% 8 Orang 

2. 2013 1350 1350 100% 6 Orang 

3. 2014 1249 1249 100% 7 Orang 

4 2015 2020 2020 100% 6 Orang 

 

Jumlah Hakim pada Pengadilan Negeri Bintuhan dalam penyelesaian perkara 

pidana cepat telah menjamin peningkatan dalam hal penyelesaian perkara karena pada 

tahun 2015 jumlah perkara yang putus berbanding seimbang dari perkara yang masuk 

(2020 Perkara).  

 

TABEL LAPORAN PERKARA RINGAN PADA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN 

 YANG MASUK DAN PUTUS PERIODE TAHUN 2011 S/D 2014 

No Tahun Jumlah Perkara  

Sumber 

Daya 

Manusia 

 — Masuk Putus % HAKIM 

1. 2011 0 0 0% 8 Orang 

2. 2012 0 0 0% 8 Orang 

3. 2013 0 0 0% 6 Orang 

4. 2014 0 0 0% 7 Orang 

5 2015 61 61 100% 6 Orang 

 

Perkara ringan pada Pengadilan Negeri Bintuhan menunjukkan peningkatan dari 

tahun ke tahun yaitu 60% (enam puluh persen). 

 

TABEL LAPORAN PERKARA PERDATA GUGATAN PADA PENGADILAN NEGERI 

BINTUHAN 

 YANG MASUK DAN PUTUS PERIODE TAHUN 2011 S/D 2014 

 

No Tahun Jumlah Perkara  
Sumber Daya 

Manusia 

 — Masuk Putus % HAKIM 

1. 2011 3 2 76,12 % 8 Orang 

2. 2012 3 2 76,12% 8 Orang 

3. 2013 3 3 100% 6 Orang 
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4. 2014 2 1 50% 7 Orang 

5 2015 1 1 100% 6 Orang 

 

Terhadap penyelesaian perkara perdata gugatan, jumlah perkara yang masuk 

sebanding dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Negeri Bintuhan, sehingga 

dalam penyelesaian perkara perdata gugatan dapat diselesaikan dengan cepat. 

Melihat tabel diatas, rasio perkara yang masuk dengan perkara yang diputus 100 

Persen;  

TABEL LAPORAN PERKARA PERDATA PERMOHONAN PADA 

 PENGADILAN NEGERI BINTUHAN 

 YANG MASUK DAN PUTUS PERIODE TAHUN 2011 S/D 2014 

 

No Tahun Jumlah Perkara  

Sumber 

Daya 

Manusia 

 — Masuk Putus % HAKIM 

1. 2011 1 1 100 % 8 Orang 

2. 2012 0 0 0 % 8 Orang 

3. 2013 1 1 100 % 6 Orang 

4. 2014 0 0 0% 7 Orang 

5 2015 1 1 100% 6 Orang 

 

Terhadap penyelesaian perkara perdata permohonan, jumlah perkara yang masuk 

sebanding dengan jumlah hakim yang ada di Pengadilan Negeri Bintuhan, sehingga 

dalam penyelesaian perkara perdata permohonan dapat diselesaikan dengan cepat.  

Terhadap perkara permohonan, jumlah perkara yang masuk dapat segera diputus, 

karena jumlah berkas perkara yang masuk sangat sedikit, dan terhadap hal tersebut 

tentunya dengan jumlah hakim sebanyak 6 orang, perkara permohonan perdata  tersebut 

dapat diselesaikan. Ada peningkatan terhadap jumlah perkara perdata permohonan 

dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya.  

Pengadilan Negeri Bintuhan menggunakan dua indikator untuk mengukur kinerja 

penanganan perkara. Pertama, rasio penyelesaian perkara (clearance rate), yaitu 

perbandingan antara jumlah perkara masuk dan keluar. Pengadilan Negeri Bintuhan dapat 
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dikatakan berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 100%. 

Penetapan target minimal clearance rate 100% ini karena Pengadilan Negeri Bintuhan 

masih memiliki tunggakan perkara tahun sebelumnya. 

Kedua, jumlah perkara tunggak yang dapat diselesaikan 100%. Indikator kedua ini 

merupakan konsekuensi logis dari indikator pertama. Dengan adanya rasio lebih banyak 

atau minimal sama antara jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan (diputus), maka 

akan menekan jumlah perkara sisa/tunggak ke tingkatan jumlah yang lebih sedikit. 

Pengadilan Negeri Bintuhan akan dikatakan berkinerja baik apabila jumlah perkara sisa 

dan/atau tunggak semakin sedikit dari periode sebelumnya. Sementara itu berdasarkan 

jenis perkara, jumlah perkara pada Pengadilan Negeri Bintuhan selama tahun 2015 adalah 

sebagai berikut: : 

- Perdata gugatan sebanyak 1 Perkara dan diputus 1 perkara (100%) 

- Perdata Permohonan 1 Perkara dan diputus 1 Perkara (100%) 

- Perkara pidana Biasa dan anak 85 perkara dan diputus 72 Perkara (84,70%) 

- Perkara Pidana Cepat 2020 perkara diputus 2020 Perkara (100%).  

- Perkara Pidana Ringan 61 Perkara dan diputus 61 Perkara (100%). 

B.  Penjelasan Persentase sisa perkara yang diselesaikan 

Mahkamah Agung menggunakan dua indikator obyektif yang diakui secara 

internasional untuk mengukur kinerja penanganan perkaranya. Pertama adalah rasio 

penyelesaian perkara atau dikenal juga sebagai (clearance rate) dan Kedua adalah ukuran 

usia perkara yang tertunggak. Rasio penyelesaian perkara adalah ukuran seberapa efektif 

suatu pengadilan dapat menyelesaikan perkara yang diterimanya.  

o Perkara Pidana 

Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Negeri Bintuhan memiliki sisa perkara pidana 

sebesar 14 perkara. Pada tahun 2015, sisa perkara tersebut berhasil diselesaikan. Dengan 

demikian dalam satu tahun, Pengadilan Negeri Bintuhan telah berhasil mereduksi seluruh 

sisa perkara. Sementara itu dalam periode yang sama Pengadilan Negeri Bintuhan juga 

menerima perkara yang menunjukkan grafik peningkatan dari tahun sebelumnya. Tahun 

2014 Pengadilan Negeri Bintuhan menerima 64 perkara, dan pada tahun 2015 jumlah 

perkara yang diterima tersebut turun menjadi 85 perkara. Artinya dalam periode satu 

tahun peningkatan perkara di Pengadilan Negeri Bintuhan mencapai 35 %. 
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Dalam perkara pidana cepat dan ringan, Pengadilan Negeri Bintuhan tidak 

memiliki tunggakan perkara, hal ini menunjukkan bahwa indikator penyelesaian sisa 

perkara dalam hal perkara cepat dan ringan berada pada posisi nihil, menggambarkan 

kinerja hakim telah terpenuhi secara keseluruhan. 

o Perkara perdata 

Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Negeri Bintuhan memiliki sisa 1 perkara 

perdata. Pada tahun 2015, Pengadilan Negeri Bintuhan tidak memiliki sisa  perkara 

perdata. Sementara itu dalam periode yang sama Pengadilan Negeri Bintuhan juga 

menerima perkara perdata yang menunjukkan adanya penurunan dari tahun sebelumnya. 

Tahun 2014 Pengadilan Negeri Bintuhan menerima 2 perkara perdata Gugatan dan  nihil 

perkara perdata permohonan, dan pada tahun 2015 jumlah perkara perdata gugatan yang 

diterima tersebut turun menjadi 1 perkara dan ada peningktan pada perkara perdata 

permohonan yaitu pada tahun 2015 ada 1 Perkara perdata permohonan. Artinya dalam 

periode satu tahun penurunan perkara perdata gugatan di Pengadilan Negeri Bintuhan 

mencapai 30% dan kenaikan 100% perkara perdata pemohonan.  

Dalam perkara perdata, Pengadilan Negeri Bintuhan pada tahun 2015 tdak 

memiliki  tunggakan perkara gugatan, hal tersebut Menggambarkan kinerja hakim dan 

penitera pengganti telah terpenuhi secara keseluruhan. 
 

3. Sasaran Peningkatan Tertib Administrasi Perkara 

Indikator 

Target 

2015 

(%) 

Realisasi 

2015 

(%) 

Capaian 

2015 

(%) 

Capaian  

2014 

(%) 

 Persentase berkas yang 

diajukan banding, 

kasasi dan PK yang 

disampaikan secara 

lengkap 

100% 100% 100% 

 

 

100% 

 Persentase Berkas Yang 

Diregister Dan Siap 

Disidangkan Ke Majelis 

100% 100% 100% 

 

100% 

 Persentase 

penyampaian 
100% 100% 100% 
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pemberitahuan 

pemanggilan sidang 

tepat waktu 

100% 

 Persentase 

penyampaian 

pemberitahuan relaas 

putusan tepat waktu, 

tempat dan para pihak 

100% 100% 100% 100% 

 Persentase penyitaan 

tepat waktu dan tempat 
100% 100% 100% 100% 

Rata-rata capaian 100%  

 

A. Penjelasan Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan PK yang 

disampaikan secara lengkap. 

 Sub Bidang Kepaniteraan Perdata 

Perkara perdata yang diajukan banding, kasasi dan PK yang diajukan oleh 

para pihak di kepaniteraan perdata Pengadilan Negeri Bintuhan dapat kami 

uraikan pada tabel dibawah ini : 

No 
Upaya 

Hukum 
2015 

Telah 

Dikirim 

/lengkap 

2014 

Telah 

Dikirim 

/lengkap 

2013 

Telah 

Dikirim 

/lengkap 

2012 

Telah 

Dikirim 

/lengkap 

1. Banding 2 2 0 0 0  1 1 

2. Kasasi 1 1 0 0 0 0 0 0 

3. Peninjauan 

Kembali 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 Sub Bidang Kepaniteraan Pidana 

Perkara pidana yang diajukan banding, kasasi dan PK yang diajukan oleh 

para pihak di kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Bintuhan dapat kami 

uraikan pada tabel dibawah ini : 

No 
Upaya 

Hukum 
2015 

Telah 

Dikirim 

/lengkap 

2014 

Telah 

Dikirim 

/lengkap 

2013 

Telah 

Dikirim 

/lengkap 

2012 

Telah 

Dikirim 

/lengkap 

1. Banding 2 2 9 9 2 2 7 7 
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2. Kasasi 2 2 11 11 1 1 7 7 

3. Peninjauan 

Kembali 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Pelaksanaan mekanisme upaya hukum banding, kasasi dan Peninjauan kembali 

pada Pengadilan Negeri Bintuhan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pada perkara perdata maupun pidana, berkas perkara yang 

diajukan banding, kasasi dan PK telah dikirim dan lengkap. Melihat hasil perhitungan 

pada tabel diatas, menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelesaian administrasi perkara 

yang di ajukan banding, kasasi dan PK telah dilaksanakan secara menyeluruh, dengan 

demikian pelaksanaan penyelesaian administrasi perkara banding, kasasi, dan PK telah 

memenuhi target 100%.  

Tercapainya indikator tersebut dikarenakan penyelesaiannya perkara yang 

diajukan banding, kasasi dan PK tersebut didukung penuh oleh atasan langsung, hal ini 

diupayakan terus karena kurangnya tenaga pada sub bagian pidana maupun perdata, 

penyelesaiaan administrasi perkara yang diupayakan banding, kasasi, maupun PK dapat 

dilaksanakan dan tidak menjadi tunggakan. 

B. Persentase Berkas Yang Diregister Dan Siap Disidangkan Ke Majelis. 

Registrasi perkara yang siap disidangkan ke Majelis pada perkara yang diajukan 

ke Pengadilan Negeri Bintuhan telah dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga azas 

peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan telah dapat diwujudkan. Pada perkara pidana 

biasa tahun 2015 ada 85 perkara yang masuk dan 85 perkara pidana masuk tersebut 

semuanya telah dapat dilakukan pemeriksaan oleh Majelis di persidangan. Hal tersebut 

juga sama dengan perkara yang lain yaitu perkara perdata gugatan sebanyak  1 perkara 

dan perdata permohonan sebanyak 1 perkara, perkara pidana ringan 61 perkara, perkara 

pidana cepat 2020  perkara. 

C. Persentase penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu. 

1. Kepaniteraan Pidana 

Pemanggilan sidang tepat waktu dalam perkara pidana disampaikan melalui surat ke 

Kejaksaan dengan ditembuskan ke Lembaga Pemasyarakatan serta Terdakwa dan 

Keluarga Terdakwa. Pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu ini telah 

berjalan dengan baik, surat pemberitahuan sidang dibuat oleh Panitera Pengganti, 

ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan dikirim melalui surat pengantar yang 

ditandatangani oleh Panitera / Sekretaris. 
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2. Kepaniteraan Perdata 

Pemanggilan sidang tepat waktu disampaikan melalui suatu pemberitahuan kepada 

para pihak, dalam hal ini lebih di aplikasikan pada sub bagian perdata/pada perkara 

perdata, penyampaian pemberitahuan pemanggilan sidang tepat waktu ini belum 

dapat dilaksankan secara optimal, hal tersebut dikarenakan beberapa sumber yaitu : 

a. Alamat para pihak kadang tidak sesuai dengan Kartu Identitas Penduduk. 

b. Para pihak sering tidak berada ditempat, hal ini disebabkan karena mayoritas 

penduduk berprofesi sebagai petani. 

Pada capaian persentase pemanggilan sidang tepat waktu ini, Pengadilan Negeri 

Bintuhan hanya menargetkan 95%, hal tersebut telah dihitung dengan melihat keadaan 

wilayah serta infrastruktur lainnya. Ke depan Pengadilan Negeri Bintuhan akan berusaha 

secara optimal agar pelaksanaan pemanggilan sidang terutama pada sub kepaniteraan perdata 

dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. 

D. Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para 

pihak. 

Penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu yang dilaksanakan oleh 

jurusita/jurusita pengganti belum dapat dilaksanakan secara optimal, hal tersebut 

disebabkan karena beberapa faktor yaitu : 

1. Letak Geografis wilayah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang mencakup 

wilayah kabupaten Kaur.   

Kabupaten Kaur merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah propinsi 

Bengkulu dengan struktur wilayah perbukitan, kabupaten Kaur  merupakan 

kabupaten baru yang memisahkan diri dari kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga 

infrastruktur wilayah kabupaten Kaur masih dalam tahap pembangunan, masih 

banyak sarana jalan umum belum terealisasi, hal ini menjadi salah satu faktor 

penghambat bagi jurusita untuk melaksanakan relaas.  

2. Tingkat Keamanan Wilayah 

Tingginya tingkat kriminalitas di wilayah kabupaten Kaur menjadi satu diantara 

sulitnya jurusita / jurusita pengganti untuk melaksanakan relaas putusan. 

3. Pelaksanaan delegasi yang sering terlambat. 

4. Sarana dan Prasarana yang belum optimal. 
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Sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelaksanaan pemberitahuan dan 

pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita / jurusita pengganti yaitu kendaraan 

bermotor, mengingat kondisi wilayah di kabupaten Kaur tidak secara menyeluruh 

terjangkau oleh kendaraan umum. 

Dari target yang kami tetapkan, hanya dapat terealisasi 90%, hal tersebut tentunya 

terkendala hal-hal yang telah diuraikan diatas. Mengimplikasi kendala-kendala tersebut 

tentunya kami berharap dukungan dari pihak terkait baik materi maupun inmateri sangat 

kami harapkan, agar apa yang menjadi tujuan kedepan Pengadilan Negeri Bintuhan 

dalam hal pemberitahuan tepat waktu dapat tercapai. 

E. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat 

Pelaksanaan penyitaan terhadap perkara pidana pada Pengadilan Negeri Bintuhan 

mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 Tentang pelaksanaan kitab 

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Penyitaan oleh penyidik mampunyai peranan penting dalam pembuktian dalam 

persidangan. Apabila terjadi kesalahan dalam penyitaan tentu akan mangakibatkan 

masalah yang fatal dalam pembuktian nanti. Bisa saja dengan kurang atau dengan tidak 

adanya barang bukti tidak mencakup bagi hakim dalam pengambilan keyakinan 

pembuktian dalam persidangan. Atau terjadi obsceer/kekaburan bahan atau barang bukti 

yang berdampak hukuman terdakwa atau bahkan dibebaskan oleh hakim karena tidak 

terbukti kesalahaan karena akibat kurang hati-hati dalam penyitaan. 

Peraturan yang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) pasal 38 ayat 1 dan 2 yaitu : 

1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan 

negeri setempat.  

2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera 

bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa 

mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas 

benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan 

negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. 
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Dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan 

Pidana Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2008, hlm. 53-54 

menjelaskan bahwa : 

1) Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana barang yang akan disita berada, 

berwenang untuk memberikan izin/persetujuan penyitaan atas permohonan penyidik. 

2) Apabila perkara tersebut dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri di tempat terjadinya 

tindak pidana, maka yang berwenang memberi izin penyitaan adalah Ketua 

Pengadilan Negeri tersebut, sedangkan Ketua Pengadilan Negeri di wilayah mana 

barang yang akan disita itu berada, hanya “Mengetahui”. 

3) Apabila dalam persidangan Hakim memandang perlu dilakukan penyitaan atas suatu 

barang, maka perintah Hakim untuk melakukan penyitaan ditujukan kepada Penyidik 

melalui Penuntut Umum. 

4) Ketentuan mengenai penyitaan, yang terdapat dalam KUHAP berlaku pula untuk 

tindak pidana khusus (misalnya tindak pidana korupsi) sepanjang tidak diatur lain. 

Mengacu pada pedoman-pedoman tersebut diatas menunjukkan bahwa dalam 

penyelesaian suatu perkara, pelaksanaan penyitaan tepat waktu merupakan hal yang 

penting. Sehingga Pengadilan Negeri Bintuhan menargetkan 100%. 

 

Penyitaan Tahun Jumlah 

Berkas 

Berkas 

yang 

diselesaikan 

Persentasi 

% 

2011 71 71 100% 

2012 77 77 100% 

2013 58 58 100% 

2014 74 74 100% 

2015 68 68 100% 

 

4. Sasaran Menigkatnya Mutu dan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur 

Negara di Pengadilan Negeri Bintuhan. 

Untuk mencapai sasaran Sumber Daya Manusia yang berkualitas, digunakan 2 (dua) 

indikator kinerja yaitu : 

a. Persentase pegawai yang diusulkan mengikuti diklat 

b. Persentase pegawai yang mengikuti diklat 
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a. Penjelasan Indikator Kinerja Persentase  pegawai yang diusulkan mengikuti diklat 

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pegawai yang diusulkan mengikuti diklat 

adalah perbandingan Sumber Daya Manusia yang diusulkan mengikuti diklat dengan 

jumlah yang mengikuti diklat. Indikator kinerja persentase pegawai pada Pengadilan 

Negeri Bintuhan yang diusulkan mengikuti diklat tahun 2015 yang ditargetkan 100 % 

ternyata dapat tercapai 100 %. Realisasinya, seluruh peserta yang diusulkan dapat 

mengikuti diklat Bimbingan Teknis tersebut, sehingga persentase pegawai yang 

diusulkan mengikuti diklat adalah 100 %. 

Selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Bintuhan telah menugaskan Hakim, Pejabat 

Struktural dan Fungsional serta Pegawai untuk mengikuti Pelatihan/Sosialisasi sebagai 

berikut : 

NO  KEGIATAN  TEMPAT/TGL  NAMA PESERTA  

1  2  3  4  

1  Diklat Prajabatan Golongan III Balitbang Diklat Kumdil MA RI 

02-03-2015 s.d 24-04-2015 

Listika Rahma Dania, S.H. 

Harya Puteratama, S.H. 

2  Konsultasi Penyusunan 

Program dan Anggaran Pagu 

Indikatif TA 2016 

Hotel Madelin26-28 Mei 2015 Heri Heryanto, S.H. 

Avif Patuh Rahman, S.Kom 

Temy Ekaputra 

3  Diklat Teknis Fungsional 

Komputer Forensik 

Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil 

MA RI08-13Juni 2015  

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H. 

4  Pelatihan Sertifikasi Hakim 

Sistem Peradilan Pidana Anak  

Pusdiklat Balitbang Diklat Kumdil 

MA RI08-19 Juni  2015  

Asep Koswara, S.H., M.H. 

5  Bimtek Administrasi 

Angkatan VIII TA 2015 

Hotel Asana Kawanua Jakarta 

Pusat 28-30 September  2015  

Faisal, S.H., M.H. 

 

 

b. Penjelasan Indikator Kinerja Persentase Pegawai yang mengikuti diklat 

Ukuran capaian indikator kinerja Persentase Pegawai yang mengikuti diklat adalah 

perbandingan Sumber Daya Manusia yang mengikuti diklat sehingga memperoleh 

kelulusan/ bersertifikat diklat, dengan jumlah yang mengikuti diklat. 

Selama tahun 2015, Pengadilan Negeri Bintuhan semua yang telah ditugaskan: 

Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Pegawai untuk mengikuti 

Pelatihan/Sosialisasi semuanya dapat diikuti oleh Hakim, Pejabat Struktural dan 

Fungsional serta Pegawai yang telah ditugaskan. 
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Persentase pegawai Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengikuti diklat pada tahun 

2014 mencapai target 100%, sesuai dengan pegawai yang diusulkan pada beberapa diklat 

yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu ataupun oleh Mahkamah Agung 

RI pada tahun 2014 adalah sebesar 100 %. 

 

5. Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Pengaduan Masyarakat serta 

pengawasan terhadap Aparatur Negara (teknis dan non teknis) yang dilakukan baik 

secara internal maupun eksternal. 

Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan public terhadap badan 

peradilan khususnya Pengadilan Negeri Bintuhan, dan untuk terwujudnya tertibnya 

administrasi perkara maupun administarsi umum; 

 

6. Sasaran Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat terhadap peradilan sehingga tercapai 

Trasparansi Peradilan; 

 

Indikator Target 2015 

(%) 

Realisasi 2015 

 (%) 

Realisasi 2014 

 (%) 

Prosentase proses 

penyelesaian perkara 

yang dapat 

dipublikasikan 

50% 70% 30% 

Pengadilan Negeri Bintuhan pada tahun 2015 telah mempunyai website dengan 

alamat www.pnbintuhan.net tetapi belum dapat secara maksimal memberikan informasi 

ke masyarakat dikarenakan terbatasnya dana yang ada pada tahun anggran 2015 sehingga 

Pengadilan Negeri Bintuhan hanya dapat menyewa alamat web hosting yang terbatas 

bandwitchnya; 

 

B. REALISASI ANGGARAN 

Fluktuasi Kinerja Anggaran pada Pengadilan Negeri bintuhan tahun 2011-2015 

yaitu; 

1) Tahun 2011 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Bintuhan 

tahun 2011 mencapai Rp. 4.522.818.000,- (Empat Milyar Lima Ratus Dua Puluh 

Dua Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah) untuk unit Organisasi Badan Urusan 

http://www.pnbintuhan.net/
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Aministrasi (01) dan Rp. 88.000.000,- (Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) untuk 

unit Organisasi Direktorat Badan Peradilan Umum (03) 

2) Tahun 2015 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Bintuhan 

tahun 2015 mencapai Rp 2.918.688.000,- (dua milyar Sembilan ratus delapan belas 

juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah); 

1. Anggaran Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun Anggaran 2015 

Pengadilan Negeri Bintuhan tahun 2015 ditetapkan anggaran definitif sebesar Rp 

2.918.688.000,- (dua milyar Sembilan ratus delapan belas juta enam ratus 

delapan puluh delapan ribu rupiah), dibandingkan Pagu Defenitif Pengadilan 

Negeri Bintuhan Tahun 2011 sebesar Rp. 4.522.818.000,- (Empat Milyar Lima 

Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Rupiah) terjadi 

penurunan sebesar Rp. 1.604.130.000,- (satu milyar enam ratus empat juta 

seratus tiga puluh ribu rupiah) dituangkan kedalam RKA-KL Pengadilan negeri 

Bintuhan Tahun 2015; 

2. Alokasi Anggaran berdasarkan Jenis Program, terdiri dari : 

Anggaran tersebut terbagi dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja 

Modal, yang dapat dirinci sebagai berikut :  

1.Belanja Pegawai  

- RKA-KL tahun anggaran 2015 untuk Belanja Pegawai total sebesar Rp 

2.023.611.000,-.  

- Pelaksanaan Belanja Pegawai/realisasi untuk tahun anggaran 2015 Rp 

1.957.112.972,-.  

- Sisa Anggaran untuk Belanja Pegawai Rp 66.504.782,-.  

Tabel V.C.1 

Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2015 

PAGU 
REALISASI SISA  

Rp % Rp % 

2.023.611.000 1.957.112.972 96,71 66.504.782 3,29 
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2. Belanja Barang  

- RKA-KL tahun anggaran 2015 untuk Belanja Barang berjumlah Rp 

186.458.000,-.  

- Pelaksanaan Belanja Barang/realisasi untuk tahun anggaran 2015 Rp 

166.158.000,-  

- Sisa Anggaran untuk Belanja Barang Rp 4.244.000,-.  

Tabel V.C.2 

Belanja Barang Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2015 

PAGU 
REALISASI SISA  

Rp % Rp % 

186.458.000 166.158.000 97,45 4.244.000 2,55 

3. Belanja Modal  

- RKA-KL tahun anggaran 2015 untuk Belanja Modal berjumlah Rp 

427.000.000-.  

- Pelaksanaan Belanja Modal/realisasi untuk tahun anggaran 2015 Rp 

422.407.740,-.  

- Sisa Anggaran untuk Belanja Modal Rp 4.592.260,-.  

Tabel V.C.3 

Belanja Modal Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2015 

PAGU 
REALISASI SISA  

Rp % Rp % 

427.000.000 422.407.740 98,92 4.592.260 1,08 

 

1. Proses Pelaporan Realisasi PNBP 

 

Peraturan Pemerintah RI No. 53 tahun 2008 mengatur mengenai jenis dan tarif atas 

Pemerintah Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan 

Peradilan dibawahnya, dalam peraturan pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 ini, jenis 
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Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan dibawahnya berasal dari Biaya Perkara yang terdiri dari : 

1. Hak Kepaniteraan Mahkamah Agung RI 

2. Hak Kepaniteraan peradilan Umum 

3. Hak Kepaniteraan Peradilan Agama 

4. Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara dan, 

5. Hak Kepaniteraan lainya. 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 53 tahun 2008 di Pengadilan Negeri 

Bintuhan masih sangat lemah dan perlu ditindaklanjuti dengan melakukan sosialisasi atas 

peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2008 dan PERMA No. 02 tahun 2009. Pelaksanaan 

Peraturan No. 53 tahun 2008 belum dipahami dengan baik oleh petugas yang ada pada 

Pengadilan Negeri Bintuhan. Hal ini disebabkan oleh : 

a. Tidak semua item kegiatan yang tercantum dalam peraturan Pemerintah RI 

No. 53 Tahun 2008 dapat diindentifikasikan kegiatan rilnya; 

b. Panitera Sekertaris dan petugas pelaksana pemungut PNBP menafsirkan item-

item yang tercantum dalam peraturan pemerintah RI No. 53 Tahun 2008 

dengan berbeda; 

c. Terdapat petugas yang memungut PNBP untuk kegiatan yang tidak ada dalam 

peraturan pemerintah RI No. 53 tahun 2008; 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

 Melihat pada pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Bintuhan Tahun 2014 dapat 

disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Bintuhan telah melaksanakan tugas pokok serta 

fungsinya sebagai Badan Peradilan Umum yang secara organisasi dan finansial berada 

dibawah kekuasaan Mahkamah Agung RI secara baik, serta memberikan pelayanan 

secara maksimal bagi masyarakat pencari keadilan di Kabupaten Kaur. 

Namun demikian, hal tersebut akan tetap menjadi pelajaran bagi segenap Hakim, 

karyawan / Karyawati Pengadilan Negeri Bintuhan untuk meningkatkan kinerja serta 

mutu pelayanan sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Bintuhan maupun 

Mahkamah Agung RI di masa mendatang.  

 

B. Saran 

 Menelaah hasil evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2014 dan upaya 

mengatasi permasalahan dan kendala yang ada, maka dapat ditempuh strategi untuk 

meningkatkan kinerja di masa mendatang, yaitu : 

1. Mengupayakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang ada di 

Pengadilan Negeri Bintuhan; 

2. Melakukan monitoring dan pengawasan dengan lebih cermat dan tepat guna; 

3. Mengupayakan perbaikan terhadap kekurangan dam ketidak optimalan capaian 

yang ada dengan anggaran yang tersedia di masa mendatang; 



47 

 

 

4. Adanya penghargaan dan saksi dalam melakukan proses pemanfaatan LKjIP, 

merupakan instrument objektif yang tidak berpihak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

STRUKTUR ORGANISASI 

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN 

 

KETUA    
 

ASEP KOSWARA,SH,MH    
 

     
 

 
     

WAKIL KETUA    
 

FAISAL,SH,MH    
 

     
 

    

HAKIM 
 

    
 

   1. FADEL P. BATEE,SH 
 

   2. CAKRA T. PARHUSIP,SH,MH 
 

   3. ERIF ERLANGGA,SH 
 

   
4. ALTO ANTONIO,SH 

 

   

  

 

   
 

PANITERA/SEKRETARIS 
 

 

 
 

MADE ARTHA,SH  
 

     
 

     
 

 
 

     

WAKIL PANITERA  WAKIL SEKRETARIS 
-  HERI HERYANTO,SH 

     

 
KELOMPOK FUNGSIONAL  

1. MADE ARTHA,SH 

2. TARZANTO,SH 

3. ARMEN,A.Md 

4. HADI CANDRA,SH 

 
JURUSITA  
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-  TEMY EKAPUTRA 

 
 
 
 

                        
 

 PANMUD  PANMUD  PANMUD   KAUR    KAUR   KAUR 
 

 PIDANA  PERDATA  HUKUM   UMUM    KEPEGAWAIAN   

KEUANGA

N 
 

                     
 

 
TARZANTO,

SH  -  ARMEN,A.Md  -   -  AVIF. P. R.,S.Kom 
 

                       
 

                        
 

 STAF 

1. Yenni K,SH 

 

 STAF 

1.  
 STAF 

1. Winasta 
Piscesa,SH 

  STAF 

1. Harya P ,SH 

 

  STAF 
1. Novriyani. K. D,ST 
2. Listika R, SH 

 STAF 

1. Temy Eka P. 

2. Vera T,SH 
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PENGADILAN NEGERI BINTUHAN 
Jl. Pengadilan Padang Kempas Kec. Kaur Selatan Bintuhan 

Telp/Fax. (0739) 6180035/6180034 

Email: pengadilannegeribintuhan@gmail.com 

 
 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN 

NOMOR : W8.U5/43/KP.04.5/2/2016 

 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 

INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015 

PENGADILAN NEGERI BINTUHAN 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN 

Menimbang  : a.  Bahwa dalam rangka penerapan reformasi birokrasi pada area akuntabilitas 

dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan 

Pengadilan Negeri Bintuhan, maka perlunya menyusun Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP); 

 

  b. Bahwa agar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LKjIP) tersebut dapat menggambarkan secara akuntabel kinerja suatu 

instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang 

diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk 

Tim Penyusunan LKjIP; 

 

  c. 

 

 

 

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu 

membentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 

Tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Bintuhan; 

 

  d. Bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini 

dipandang cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bintuhan. 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 
 

  2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum; 
 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah; 
 

  4. 

 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 

  5. 
 

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 



51 

 

 

  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

    

7. Peraturan ......... 

 

- 2 - 

  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja 

Utama di lingkungan Instansi Pemerintah; 

 

  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 

20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja 

Utama; 

 

  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

 

  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 
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DAFTAR LAMPIRAN  

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN 

Nomor : W8.U5/43/KP.04.5/2/2016 

Tanggal : 9 Februari 2016 

 

 

TIM PENYUSUNAN LAPORAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 

2015 PENGADILAN NEGERI BINTUHAN 
 

 

Pelindung 

Ketua         

Sekretaris 

: 

: 

: 

KETUA PENGADILAN NEGERI BINTUHAN 

FAISAL, S.H., M.H. 

- HERI HERYANTO, S.H. 

- ABDUL MUIS, S.H. 

 
- Bagian Pelaporan, TI dan 

Perencanaan 

Koordinator 

 

- Bagian Pidana 

Koordinator 

Anggota 

 

- Bagian Perdata 

Koordinator 

Anggota 

 

- Bagian Hukum 

Koordinator 

Anggota 

 

- Bagian Umum dan Keuangan 

Koordinator 

Anggota 

 

 

- Bagian Kepegawaian, 

Organisasi dan Tata Laksana 

Koordinator 

Anggota 

 

 

 

: 

 

 

: 

: 

 

 

: 

: 

 
 

: 

: 

 

 

: 

: 

 

 

 

 

: 

: 

 

 

 

WINASTA PISCESA, S.H.  

 

 

ARMEN, A.Md 

AHMAHANGGI NUGRAHA, S.H. 

 

 

HADI CANDRA, S.H. 

SUPRIYADI 

 

 

TEMY EKA PUTRA 

TAJUDIN RONI 

 

 

AVIF PATUH RAHMAN, S.KOM 

- VERA TRISIANA, S.H. 

- HARYA PUTERATAMA, S.H. 

 

 

 

YENNI KOMALASARI, S.H. 

LISTIKA RAHMA DANIA, S. H. 

 


